
 

BAB V 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan dapat disimpulkan 

sebagai berikut: 

1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Padang Merupakan instansi 

pemerintah yang baik dalam melakukan tugas pokok dan fungsi 

organisasinya selaras dengan bidang masing-masing. Dengan 

meningkatkan kualitas dan mutu pendidikan, tata kelola sistem dan 

manajemen pendidikan maka tercapainya isu strategis dan mewujudkan 

pelayanan prima kepada masyarakat. 

2. Anggaran 2021 adalah sebesar Rp. 754.899.688.964,69,-. Yang mana 

anggaran tersebut digunakan untuk Program dan Kegiatan yang terdiri dari 

15 program dan 124 kegiatan sebesar Rp. 196.520.253.223,98,- dan 

selebihnya digunakan untuk belanja pegawai, belanja barang dan jasa dan 

belanja modal lainnya. 

3. Dalam penyusunan anggaran program dan kegiatan pada Dinas 

Pendidikan dan Kebudayaan Kota Padang berpedoman kepada Peraturan 

Menteri Dalam Negeri nomor 13 tahun 2006. 

4. Dalam proses penyusunan anggaran program dan kegiatan tahun 2021 

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Padang tetap berorientasi pada 

anggaran berbasis kinerja. Langkah pertama dalam penyusunan anggaran  

tersebut adalah mengumpulkan usulan kegiatan berdasarkan evaluasi 



 

kegiatan pada tahun anggaran sebelumnya, usulan kegiatan dikumpulkan 

dari masing-masing bagian. Kemudian dimusyawarahkan dalam 

Musrenbang SKPD dalam  bentuk Rencana Kerja yang memuat kerangka 

regulasi dan kerangka anggaran Rencana Kerja yang disahkan oleh 

peraturan kepala SKPD. Dengan berpedoman pada Rencana Kerja SKPD, 

maka dapat disusun Rencana Kerja Anggaran SKPD (RKA-SKPD). 

Rencana Kerja Anggaran yang telah disempurnakan oleh SKPD 

disampaikan kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD). 

Kemudian Rencana Kerja Anggaran SKPD yang telah sampai kepada 

PPKD dibahas lebih lanjut oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah 

(TAPD) lalu disahkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD 

(DPA-SKPD). 

 

5.2 Saran 

Melalui penulisan ini penulis hendak memberikan saran dan masukan 

sebagai berikut : 

1. Kepada masing-masing sub bidang dari dalam proses penganggarannya juga 

diharapkan dapat melaporkan semua kegiatannya sehingga pelaksanaan 

penyusunan anggaran program dan kegiatan dapat terlaksana dengan baik 

dan sesuai peraturan. 

2. Untuk mencapai keberhasilan dari semua program diperlukan kesadaran 

yang tinggi dari aparatur dan lebih mengoptimalkan kinerja staf yang ahli 

dibidangnya masing-masing, sehingga dalam setiap prosedur terkait dengan 



 

proses pengurusan, pengelolaan masalah pelayanan masyarakat lebih jelas 

dan terarah. 

3. Dalam proses penyusunan Anggaran harus lebih memperhatikan prioritas 

anggaran yang akan dialokasikan sehingga apabila terjadinya keterbatasan 

anggaran dapat diatasi dengan baik dengan lebih memprioritaskan anggaran 

yang dibutuhkan. 
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